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BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 360/215/2021

TENTANG

PENETAPAN Status keadaan darurat bencana
DAN TINGKAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR

DI KABUPATEN: KUDUS TAHUN 2021

BUPA.TI KUDUS,

Menimbang bahwa dengan teijadinya bencana banjir dan tanah longsor
di Kabupaten Kudus sejak tanggal 6 Februari 2021 telah
berdampak pada kondisi sosial dan perekonomian Daerah;

a.

b. bahwa guna penanganan dan penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada huruf a secara cepat, tepat, dan
terpadu sesuai dengan standard dan prosedur yang berlaku,
perlu menetapkan status keadaan darurat bencana dan
tingkat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten
Kudus Tahun 2021;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten
Kudus, Bupati berwenang menetapkan status keadaan
darurat bencana dan tingkat bencana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Bupati; . -. \

c.

d.

Mengingat Undang-Undang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

1. Nomor 13 Tahun 1950 tentang

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
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23 Tahun 2014 tentangUndang- Undang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Nomor4.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan
Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1777);

5.

6.

7.

8.

9.

10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Keija Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 142);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Status Keadaan Darurat Bencana dan Tingkat Bencana Banjir
dan Tanah Longsor di Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor
sebagaimana dimaksud Diktum KESATD adalah selama 14
(empat belas) hari mulai tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan
tanggal 20 Februari 2021.

Tingkat Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU adalah Tingkat Bencana Sedang.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana
melalui Dana Siap Pakai dan Anggaran Kementerian/Lembaga
terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2021, dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, serta
dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

. Teiah dltellti atas Kebenarannya ; Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 febmori 2021JabatanNo. P/aral

SEKDA:

Pit. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,2. aSiSTlN SEKDA

3. KEPAUDINAS/BADAN

KEPALA BAGIAN
KAN'^OR • B'DANG4.

5. KABAG HUKUM LAINNYA
HARTO PO

Tembusan :
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.
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